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SIDANG DIBUKA PUKUL 08.13 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, jadi sama, kita akan
menegakkan protokol kesehatan dalam persidangan ini.

Oleh karena itu, durasinya, ya, diharapkan kita bisa secepat
mungkin, maka Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu supaya
menyampaikan pokok-pokoknya saja. Dokumen secara tertulis dan
buktinya, semua sudah diterima kepada ... dan disampaikan kepada
semua Pihak.

Oleh karena itu, sampaikan pokok-pokoknya saja, yang tidak
dibacakan dianggap telah dibacakan, ya?

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021 dan
103/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon Nomor 40/PHP.BUP-
XIX/2021.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: HERU WIDODO

Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon Perkara 40/PHP.BUP-
XIX/2021 hadir Kuasanya, Yang Mulia, saya Heru Widodo. Kemudian
hadir secara online, Pasangan Calon Pak Bakri Idrus dan ... dan Pak
Muchtar Deluma. Kemudian, ada rekan Supriyadi, Yang Mulia. Terima
kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon 103/PHP.BUP-XIX/2021?



10.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: ABD. MIRSAD BUIMIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor
103/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir pada proses persidangan secara
langsung ada Abd. Mirsad Buimin saya sendiri dan Moh. Hasan Ahmad.
Dan melalui daring ada Pasak Darmin Agustinus Sigilipu sebagai Prinsipal
dan juga Kuasa Hukum Fatiatulo Lazira, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Termohon 40/PHP.BUP-XIX/20217?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Termohon Nomor
40/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri sebagai Kuasa Hukum Eki Rasyid.
Kemudian bersama kami di sini, Prinsipal Saudara Irwan. Dan di
persidangan daring, hadir Saudara Ovelio dan Saudara Alisman. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Termohon 103/PHP.BUP-XIX/20217?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Termohon
Perkara 103/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir pada persidangan ini secara
langsung saya sendiri atas nama Mohamad Sholeh dan dari KPU
Kabupaten Poso atas nama Olivia Salintohe. Sedangkan yang mengikuti
persidangan secara daring adalah Budiman Maliki selaku Ketua KPU
Kabupaten Poso dan Taufik Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, sekarang 103/PHP.BUP-XIX/2021? Oh, sori. Pihak
Terkait 40/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, sori.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk
kita sekalian. Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021, kami sebagai Pihak
Terkait yang hadir secara luring, saya sendiri Mansyur, kemudian
didampingi oleh rekan saya Saudara Irffan Silupa. Juga melalui
persidangan ini secara online, juga hadir rekan Kuasa Hukum yang lain,
Saudara Moh. Juanda. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Pihak Terkait 103/PHP.BUP-XIX/20217?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Baik, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait 103/PHP.BUP-XIX/2021, hadir
Kuasanya Abdul Muthalib Rimi dan Felics Manurung. Yang ikut daring
adalah M. Yasin Mangun selaku Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Bawaslu 40/PHP.BUP-XIX/20217?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya yang
hadir Perkara 40/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri Ketua Bawaslu
Kabupaten Toli-Toli Fajar Syadik didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Pak
Jamrin. Serta yang ikut dalam daring, ada Pak Rustam Dj Datuamas.
Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini tadi saya kira cewek, lho. Ya, saya kaget suaranya kok
bariton itu. Karena rambutnya panjang, pakai masker, enggak kelihatan.
Setelah ngomong, "Lho, suaranya kok bariton ini?”

Pak Fajar Syadik, ya? Atau Pak Jamrin?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Pak Fajar Syadik, Yang Mulia.



19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Fajar Syadik. Ya, ngageti. Saya kaget itu tadi.
Bawaslu 103/PHP.BUP-XIX/2021?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu Kabupaten Poso, saya
sendiri Christian Adiputra Oruwo didampingi oleh Anggota Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Zatriawati. Hadir secara daring, Ketua
Bawaslu Kabupaten Poso, Abdul Malik Saleh dan Ibu Helmi Mongi
(Koordinator Divisi Pengawasan). Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu tadi saya mengharapkan suara perempuan, ternyata
suara laki juga.

Baik, sekarang kita mulai dari perkara (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/202: HERU WIDODO

Yang ... Yang Mulia, mohon izin dari Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, apa, Pak (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/202: HERU WIDODO

Ya. Mohon perkenannya sedikit waktu, Yang Mulia. Dari Pemohon,
ingin melakukan penyempurnaan alat bukti, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu nanti kalau perkaranya ... apa ... berlanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/202: HERU WIDODO

Bukan, maksudnya sudah masuk (...)



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/202: HERU WIDODO

Yang lalu, hanya saja kami legesnya per desa. Jadi, kami
perbaharui menjadi per TPS, sehingga per TPS ada legesnya. Dari situ
kemarin yang masuk, misalnya P-28, itu baru 1 leges.

Kemudian, izin kami tambahkan P-28.A jadi 2 leges, Yang Mulia,
dan seterusnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini anu ... ya, menjadi catatan kita bersama, ya. Silakan
dimasukkan, tapi nanti kita yang menilai itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/202: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti juga ... begini, coba dibawa ke depan, Mas! Sini, Mas! Itu
kalau menjadi kayak bukti baru ... sini, Mas, di depan sini saja! Prof.
Saldi, tolong, Prof. Saldi saja ... Prof. Saldi. Yang lama, mana yang lama?
Pak Heru, maju, Termohon! Terutama Termohon, Pihak Terkait, silakan
maju untuk dicek ini! Contoh 1. Enggak, yang lama di sini, ada enggak?
Di sini ada enggak yang lama?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

P-28, ya?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong agak menjaga jarak!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

P-28 Dampal Selatan, 002 ... 002, mana?



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ini hanya persoalan leges saja atau bagaimana?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, jadi ini ... ini ada, ya, sebelumnya. Bapak lihat, ya? Ini 002 ...
ini 002. Leges yang membedakan, ya? Oke. Nanti kalau ada kita
menemukan sudah disampaikan ke sini, dileges, oke. Tapi kalau ada
yang baru, itu akan kita pertimbangkan, ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jangan dibuka, pakai saja!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dengan tambahan ini, berapa total alat bukti surat?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba dibandingkan nanti, ya! Ya, nanti ini akan kami bandingkan
selama kita sidang akan diberitahu, adakah perbedaanya, ya? Kecuali
leges, ya. Oke, oke.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini pada intinya ada per ... penambahan legesnya saja, ya?
Leges, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/202: HERU WIDODO

Ditambahkan label P-28.A misalnya atau P-29.B-lah misalnya yang
dileges.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sepanjang bukti sebelumnya sudah ada di sini, itu kita benarkan.
Kalau tidak, nanti akan kita klarifikasi selesai sidang ini, ya. Oke?



43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terima kasih, Prof. Saldi. Baik, sekarang Termohon Perkara
Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Pokok-pokoknya saja. Supaya
maskernya dipakai dengan baik, enggak usah dibuka-buka.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Terima kasih, Yang Mulia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Toli-Toli melalui Kuasa Hukum Eki Rasyid, S.H. dan kawan-kawan,
memberikan  jawaban terhadap Permohonan Perkara  Nomor
40/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya ... anu, supaya cepat.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Saudara Termohon, mengajukan Eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Mengajukan Eksepsi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya dalam hal apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Mahkamah tidak berwenang?



52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Mahkamah tidak berwenang berdasar pada Pasal 8 ayat (3) angka
4 yang menyebutkan bahwa alasan Permohonan pada pokoknya
membuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Yang ditetapkan oleh Termohon (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Salah satunya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang apa lagi yang di Eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon.



61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bagaimana Kedudukan Hukum?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan hasil perolehan suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli, Pasangan Nomor Urut
3 sebanyak 55.960 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Saya potong, yang itu dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak memenuhi Pasal 158?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan
Pihak Terkait=39.463 suara, kurang 3.188. Mohon, Yang Mulia, suaranya
berbeda 7.630, 19,33%. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum,
tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Tahun 2015 Pasal
6 PMK 2015 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dengan demikian, menurut Termohon (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang itu dianggap dibacakan. Terus, apa Eksepsinya berikutnya?



70.

71.

72,

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Eksepsi yang berikutnya, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak
jelas atau obscuur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang halaman 6, enggak Anda sebutkan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Yang obscuur itu sepanjang penilaian kami, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, sebentar!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Yaitu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Halaman 6.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya?
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Halaman 6 punya Saudara itu di ... enggak dibacakan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya. Jadi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi yang berikutnya apa itu?

10



80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Eksepsi tentang obscuur libel.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, coba dibaca yang ... kita yang baca cepat saja sudah tahu
kok.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Tenggang waktu pengajuan Permohonan cukup.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nah, itu di Eksepsi, enggak?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Enggak di Eksepsi, cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, dianggap?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dianggap cukup, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Memenuhi tenggat waktu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

11



90.

91.

92.

93.

924.

95.

96.

97.

98.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Kemudian, Permohonan tidak jelas (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Obscuur, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Obscuur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Obscuur sepanjang dalil yang didalilkan pada 10.3, 10.4, 10.7,
10.8, 10.9, 10.10, dan angka ke-11.2, 9.16, sebagaimana bukti yang
sudah diajukan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Obscuur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Obscuur, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya, obscuur.

12



99.

100.

101.

102.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang dalam Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dalam Pokok Permohonan ... terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dalam Petitum.

Mohon dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Pemohon ... Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli Nomor 356 dan
seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Tahun 2020,
tertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 yang benar
adalah sebagai berikut.
Nomor Urut 1, Abdul Rahman Budding dan Faizal Bantilan,
perolehan suara 18.997.
Nomor Urut 2, H. Muchtar Deluma dan Bakri Idrus=50.989.
Nomor Urut 3, Amran H. Yahya dan Mohammad Besar
Bantilan=55.960 suara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup. Yang

Mulia, cukup? Baik. Terima kasih, Termohon.

Sekarang Pihak Terkait.
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104.

105.

106.

107.

108.

1009.

110.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Izinkan kami membacakan keterangan Pihak Terkait Perkara
40/PHP.BUP-XIX/2020.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Prinsipal kami, Amran H. Yahya dan Mohammad Besar Bantilan
mengajukan Eksepsi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Yang pertama, soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang berbunyi,
"Soal perkara perselisihan, penetapan perolehan suara tahap akhir, hasil
pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sampai
dibentuknya badan peradilan khusus.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wali Kota menyebutkan bahwa objek dalam perselisihan hasil pemilihan
adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil
pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon
terpilih.
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111.

112,

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap dibacakan seterusnya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Setelah kami membaca dan mencermati substansi keseluruhan
dalil Permohonan Pemohon a quo (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak berkaitan dengan perselisihan hasil suara, ya, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oleh karena itu (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Permohonan Pemohon hanya mengurai soal sengketa proses,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. Terus?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Selanjutnya, soal Legal Standing. Berdasarkan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak memenenuhi Pasal 1587
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120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-

XIX/2021: IRFAN
Pasal 158.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena selisihnya, berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-

XIX/2021: IRFAN
Selisih 4.971 antara Pemohon dan Pihak Terkait, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, selisihnya lebih dari berapa itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-

XIX/2021: IRFAN
Lebih dari 2.500, 2%.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-

XIX/2021: IRFAN
Selanjutnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya harus 2%, ini 3,9%?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-

XIX/2021: IRFAN
Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, selanjutnya?
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130.

131.

132.

133.

134.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa konsistensi sikap Mahkamah
Konstitusi juga pernah ditegaskan ... apa ... konsistensi sikap Mahkamah
di dalam menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
juga pernah ditegaskan ketika mengadili sengketa Pilkada Toli-Toli
Tahun 2015.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan karena tidak memenuhi Pasal 158.
Terus, yang berikutnya obscuur itu karena apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: IRFAN

Obscuur-nya adalah ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum
dalil Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang dalam Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Izin kami lanjutkan, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan.
Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak
Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa keterangan Pihak Terkait pada bagian Pokok Permohonan
merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ...
pada bagian Eksepsi.

Yang kedua. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon
pada seluruh Pokok Permohonannya dikarenakan tidak memiliki dasar
hukum peristiwa serta fakta-fakta dalam perkara a quo.

Yang ketiga. Bahwa jika dicermati uraian keseluruhan hasil
permohonan ... hasil ... dalil Pemohon yang menjustifikasi selisih suara
antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan adanya pelanggaran
kode etik, sejatinya mengarah pada sengketa proses. Tegasnya bahwa
sengketa proses tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, PTUN,
PTUD, serta Sentra Gakkumdu, bukan termasuk sengketa perselisihan
akhir yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Keempat. Bahwa Pemohon juga kemudian mendalilkan dalam
Permohonannya perolehan suaranya sebagaimana yang ditetapkan oleh
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135.

136.

137.

138.

139.

Termohon, dimana Pasangan Nomor Urut 1, Abdul Rahman H. Budding
dan Faizal Bantilan dengan perolehan suara 18.997. Muchtar Deluma
(Pasangan Nomor Urut 2) dengan Bakri Idrus=50.989. Amran H. Yahya
dan Mohammad Besar Bantilan=55.960, dengan jumlah suara
sama=125.946.

Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan tentang perolehan suara
yang benar menurut versi Pemohon. Pasangan Nomor Urut 1, Abdul
Rahman sama=18.997. Muchtar Deluma dan Bakri Idrus=54.989. Amran
H. Yahya=51.960. Jumlah suara sah sama.

Bahwa berdasarkan kedudukan itu, ada terdapat selisih 3.029
suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Bahwa secara keseluruhan, dalil Pemohon ... dalil Permohonan
Pemohon tidak ada satu pun yang mengurai secara jelas, dan nyata, dan
terperinci tentang selisih 3.029 suara Pemohon didapatkan dari TPS
mana saja? Apa bentuk kesalahan yang terjadi? Siapa yang melakukan
pelanggaran dan/atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan
Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang?

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, yang lain dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Ya. Nomor 6.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak. Itu yang lain sudah dianggap dibacakan itu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang langsung Petitum.
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140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sebentar, sebentar!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jangan (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Dalam Pokok Perkara (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 13 dilanjutkan dulu itu! Saya kasih tanda penting untuk
dibacakan. Nomor 13.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, adanya
kesalahan perhitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

beralasan menurut hukum. Sebab Pemohon tidak menguraikan secara
jelas, nyata, dan terperinci di TPS mana saja telah terjadi kesalahan
perhitungan? Apa bentuk kesalahan kesalahan yang terjadi? Siapa yang
melakukan pelanggaran dan/atau adanya kesalahan pencatatan yang
dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara
berjenjang? Olehnya, cukup alasan hukumnya Mahkamah Konstitusi
menolak dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Petitum (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebelum Petitum. Saya mau menanyakan kepada
Termohon dan Pihak Terkait. Pada waktu rekapitulasi di ting
penghitungan suara di tingkat TPS, ada persoalan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, pada waktu perhitungan tingkat
TPS itu terdapat soal, tapi pada prinsipnya sebagaimana jawaban kami
sudah semua diselesaikan di ... proses di Bawaslu. Ada beberapa yang
sebagaimana yang sudah ada dalam bagian integrasi daripada jawaban
Termohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada persoalan yang ti ... Pemohon tidak tanda tangan di TPS?
Bisa tunjukkan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Di TPS, kejadian saksi Pemohon yang tidak menandatangani
karena pada prinsipnya mengambil sikap walk out.
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dengan alasan yang menurut Termohon tidak berdasar menurut
aturan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Pihak Terkait, bagiamana?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Ya. Setahu kami dalam proses perhitungan di tingkat TPS, itu
seluruh Formulir C itu diketahui dan ditandatangai oleh seluruh saksi
pasangan calon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan saksi Pihak Terkait tanda tangan itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Tanda tangan semua.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, saya tanya ke Pihak Termohon. Ada berapa kecamatan di
sana?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Di Kabupaten Toli-Toli ada 10 kecamatan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

10 kecamatan?
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164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pada waktu rekap di tingkat kecamatan, ada persoalan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Persoalan yang timbul direkap tingkat PPK sesungguhnya tidak
ada yang substansi, cuma kan berkembangnya karena walk out saksi

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sejak di TPS?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Saksi Pemohon itu waktu walk out itu yang kami (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Saya tanya ke (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Jadi tidak (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU-nya ... saya tanya ke KPU-nya. KPU, di kecamatan mana yang
ada persoalan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN

Izin, Yang Mulia. Sesuai dalam locus Permohonan Pemohon, itu
ada enam kecamatan yang dianggap bahwa ada persoalan (...)

22



173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Yang terjadi di setiap rekap di tingkat kecamatan. Namun perlu
saya sampaikan di sini, Yang Mulia. Bahwa dari enam kecamatan ini, ini
juga dilaporkan ke Bawaslu oleh Pemohon. Dan dari enam kecamatan
yang dilaporkan berkaitan dengan proses rekapitulasi yang ada di
kecamatan ini, sudah diputus oleh Bawaslu. Dan salah satu putusan
Bawaslu itu bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak bermasalah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada persoalan?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Tidak ada persoalan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Meskipun Pihak Pemohon tidak tanda tangan juga (...)
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kecamatan?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Benar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian pada waktu direkap di tingkat kabupaten,
bagaimana?
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182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Rekap di kabupaten, Yang Mulia, saya sendiri yang pimpin
rekapitulasi. Pada dasarnya yang dipermasalahkan oleh Pihak Termohon
adalah proses ... proses pemungutan yang ada di beberapa TPS. Namun
setelah kami meneliti di C Kejadian Khusus, itu saksi yang Pemohon di
TPS bersangkutan itu ditanda tangan. Bahwa kami anggap bahwa itu
tidak ada persoalan di TPS itu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terutama di ... coba kita minta sampelnya, kecamatan mana?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Kita ambil di Kecamatan Dako Pamean. Dako Pamean ini ... apa ...
hampir semua TPS yang saya baca dan saya lihat, itu tidak dipersoalkan
berkaitan dengan rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat
kecamatan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pada waktu itu, saksi pasangan calon di tingkat kabupaten
semuanya tanda tangan? Kecuali Pemohon, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya, kecuali Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pasangan Nomor 1 juga tanda tangan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Nomor 1 tanda tangan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 1 tanda tangan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN

Ya.
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191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 2, tidak tanda tangan?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 3, tanda tangan?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Nanti kita cek. Kecamatan apa tadi, coba diulangi?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Dako Pamean, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. nanti dicek. Ya, Prof. Saldi. Silakan!
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini kan jawabannya masih agak ragu, ya. Saya ingin tanya agak
lebih spesifik. Di ... berapa sih jumlah TPS yang tidak ditandatangani
oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2? Dari semua TPS, berapa
jumlahnya semua, KPU?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
500, Yang Mulia. 508 TPS.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

508. Dari 508 TPS, berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi
Paslon Nomor 2?

25



201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Kami tidak bisa merinci semuanya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan, harusnya kan tahu jumlahnya dong!

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
508 jumlah TPS, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN

Kalau yang di ... jadi sengketa locusnya dalam Permohonan
Pemohon ini (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya, dari 508 itu, berapa yang tidak
ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor 2 di TPS?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Kami tidak bisa pastikan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ada yang tidak ditandatangani?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sampai berapa persen kira-kira?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN

1%, Yang Mulia, kecil.
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212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
1%? 1% kalau dari 508, berarti 6 TPS?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya, sekitaran situ, Yang Mulia. Karena ada perintah dari ... secara
berjenjang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, baik itu rekap kecamatan
bahwa jangan tanda tangan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pertanyaan saya bukan rekap kecamatan, pertanyaan saya rekap
TPS. Penghitungan di TPS yang tidak ditandatangani paslon ... saksi
paslon, berapa?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN

Hampir semua ditandatangani, Yang Mulia, kalau di TPS. Bisa
dilihat di C Kejadian Khusus.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu Anda memasukkan enggak buktinya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Semua TPS?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Yang jadi locus, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang jadi sengketa.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang dipersoalkan, ya?
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222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya, siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nanti kita cek. Satu.
Yang kedua. Apakah semua kecamatan itu direkap tingkat
kecamatan, saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan?
TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak semua, ya? Jadi, semua kecamatan tidak ditandatangani
oleh saksi Paslon Nomor Urut 2?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, berapa saksi Paslon Nomor 1 yang tidak tanda tangan di
kecamatan?

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 2?

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nomor 1 lagi, Prof. Ini kan 3 pasangan calon, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Nomor 1, Yang Mulia, tanda tangan semua.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Paslon Nomor Urut 1 tanda tangan semua?
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232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242,

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Di kecamatan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Di TPS?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Di TPS juga begitu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di TPS tanda tangan juga, ya? Nanti akan saya cross-check ke
Bawaslu. Begitu, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tanda tangan semua yang Nomor Urut 1, yang Nomor Urut 2
tidak tanda tangan semua?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau Nomor Urut 3 pasti tanda tanganlah, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN

Siap, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ndak mungkin enggak tanda tangan, gitu.

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kalau bisa coba diapa ... dicari angka berapa TPS yang tidak
ditanda tangan oleh Paslon Nomor Urut 2, kalau bisa. Bagaimana
caranya dalam tempo yang ini bisa dapat, sampai sidang selesai, ya?
KPU, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021: IRWAN
Siap, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya lanjutkan ke Pihak Terkait, silakan, baca Petitumnya!
Nanti Bawaslu anu, ya, merespons, ya. Ada persoalan-persoalan apa ...
tadi katanya Termohon, persoalan-persoalan itu dianggap sudah selesai,
betul enggak itu, ya? Silakan, Pihak Terkait, Petitumnya sekarang!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: MANSYUR

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolok ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli Nomor 356/PL.02.06-
Kpt/7204/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-
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Toli Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 23.46
WITA.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Irfan
Silupa, S.H., Moh. Juanda, S.H., Muhammad Sabrang, S.H., Mansyur,
S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu coba fokus ke ini ... begini, Saudara
sudah menyusun laporannya, keterangannya, tapi tidak perlu dibacakan
seluruhnya. Beberapa hal yang penting saja yang menjadi persoalan dari
penyelenggaraan Pilkada di Toli-Toli ini. Silakan!

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Perkenankan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia,
Bawaslu Kabupaten Toli-Toli membacakan hasil pengawasan. Atas
pengawasan atas Pokok Permohonan perolehan suara rekapitulasi hasil
perhitungan suara di Kabupaten Toli-Toli. Bahwa Bawaslu Kabupaten
Toli-Toli telah menerima 2 laporan dengan terlapor Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Toli-Toli, semua telah diregistrasi dan dinyatakan tidak
terbukti.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Kemudian bahwa hasil pengawasan atas Pokok Permohonan
penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara. Bahwa

Bawaslu terkait dengan dalil Pemohon, hal tersebut tidak menjadi objek
fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Toli-Toli dan jajarannya karena
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hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah dan belum masuk
dalam larangan dari untuk pelantikan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan ketidaknetralan Camat
Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran
netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Dampal Utara sebanyak 2 kali
dan masing-masing telah diregistrasi dan diteruskan ke Komisi ASN.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesimpulannya, gimana itu? Dilaporkan ke KASN?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Dilaporkan ke Komisi ASN dan dua-duanya sudah ditindaklanjuti
oleh Komisi ASN.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan ketidaknetralan Camat
Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Bahwa terdapat dugaan
pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Dampal Selatan
dan telah diregistrasi dan diteruskan ke Komisi ASN. Namun, sampai saat
ini belum ada tembusan tindak lanjut dari Komisi ASN.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang yang ASN-nya, gimana? Netralitas ASN.
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan dugaan pelanggaran

netralitas ASN di Kabupaten Toli-Toli. Bahwa terdapat laporan dan
temuan dugaan pelanggaran netralitas sebanyak 26 kasus.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Yang tidak terbukti sebanyak 3 kasus, yang terbukti diduga
melanggar dan telah direkomendasikan ke KASN sebanyak 23 kasus, dan
yang tindak lanjuti oleh Komisi ASN sebanyak 13 kasus.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Jadi ini karena ini penting, ya? Yang terbukti
melanggarnya berapa dari 26? 23, ya?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
23 kasus.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
23 kasus itu terbukti melanggar, tapi tindak lanjutnya ke KASN,
ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, ya? Itu bagi pegawai yang terindikasi
melanggar, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tapi pelanggaran itu benar adanya, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Itu tugas Bawaslu merekomendasikan ... menyampaikan
kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

33



274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tindak lanjutnya bukan pesan Saudara berarti, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya. Jadi, sudah ada 13 tindak lanjut dari Komisi ASN.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu kapan terjadinya itu?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Itu sejak bulan 2 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sejak bulan (...)
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

2019, Yang Mulia. Sebelum tahapan pencalonan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Dan masa kampanye, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari 23 yang terbukti itu, berapa yang terjadi pada masa setelah
... apa ... penetapan calon ... sudah masuk ke tahap penetapan calon,
kampanye, dan segala macam?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Saya tidak bisa memilah, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bagaimana?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Saya tidak bisa memilah, Yang Mulia, ada berapa yang masuk
pada tahapan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi Anda mengatakan 23 yang terbukti itu sudah dimulai jauh
sebelum pendaftaran?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia. Sejak Februari, Yang Mulia, 2020.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Februari 20207
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia. Sampai dengan 2020 masa pencalonan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Pertanyaan saya berikutnya, dari 23 yang terbukti itu,
berapa yang terjadi ketika sudah masuk ke tahap pencalonan?
Nanti, kan ada tuh Bawas ... Bawaslu yang belakang, coba Anda
jawab! Ada Bawaslu, kan?
BAWASLU: JAMRIN (PROV. SULAWESI TENGAH)
Siap, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bawaslunya, ada? Yang di belakang itu Bawaslu atau apa?

BAWASLU: JAMRIN (PROV. SULAWESI TENGAH)

Bawaslu, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, coba Anda jawab!
BAWASLU: JAMRIN (PROV. SULAWESI TENGAH)

Ya, itu dalam proses itu ... laporan ke provinsi itu sekitar 6 itu
yang masuk sebelum masa tahapan kampanye.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

6 dari 23 sebelum kampanye? Artinya, 17 pada masa kampanye?
17 pelanggaran itu terjadi pada masa kampanye, ya?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Izin, Yang Mulia. 11, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Berapa?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
11, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini saya tanya ke Bawaslu, nih.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia, izin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, ini Pak Fajar, ya?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Pak Fajar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Fajar itu juga Bawaslu, toh?
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BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ketua Bawaslu Toli-Toli, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, oke ... oke.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sama, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Mohon maaf. Yang dari 23 itu yang terjadi ini ... supaya benar, ya
. yang terjadi pada masa ... apa ... setelah penetapan itu 11
pelanggaran terbukti, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Artinya, 12-nya itu terjadi sebelum masa ... masa penetapan
calon?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Sebelum masa penetapan calon, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua. Nanti kalau ada, didalami lagi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, itu ... anu ... yang pemungutan dan penghitungan
suara di masing-masing TPS, gimana?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya. Lanjut, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan!
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Bahwa terdapat ... bahwa terdapat laporan dan temuan dugaan
pelanggaran terhadap ASN sebanyak ... ya ... saya baca tadi ... hasil (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang persoalan ASN sudah selesai.
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Atas Pokok Permohonan ... pemungutan dan perhitungan suara di
TPS 1 Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Bahwa pemilih atas
nama Saudara Darma datang ke TPS sebanyak dua kali. Kedatangan
pertama bertujuan untuk menggunakan hak pilihnya. Dan kemudian
kedua, untuk menanyakan kepada petugas KPPS, apakah tan
tetangganya dapat menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KK
dan KTP-el, serta tidak terdapat petugas KPPS yang mendampingi atau
pun mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu di bilik suara.

Bahwa terdapat laporan dari Saudara Irma, yang telah diregistrasi
dan telah (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kesimpulannya, bagaimana itu? Kalau dibacakan seluruhnya
enggak selesai nanti.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, persoalan itu, gimana? Ada persoalan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya. Yang dimana Saudara ... ini masuk dalam laporan Bawaslu
yang dikatakan Darma memilih dua kali. Tapi dalam pelapor saksi

kemarin yang kita periksa di Bawaslu, itu tidak terbukti bahwa dia
memilih dua kali.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak terbukti. Jadi, yang pertama mencoblos, tapi yang kedua
menanyakan?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Menanyakan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Apakah bisa memilih tetangganya yang menggunakan KTP (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik. Begitu saja, dijawab begitu, sampaikan begitu.
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian yang berikutnya!
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Bahwa terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 10 surat suara
pada 7 TPS di Kecamatan Dampal Utara terhadap kelebihan penemuan
surat suara yang digunakan telah dimasukkan oleh petugas KPPS dalam
kotak suara.

Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Dampal Utara bahwa terdapat
laporan yang disampaikan oleh Saudara Raymon dan telah diregistrasi ...
dilakukan kajian menyepakati laporan tersebut tidak terbukti terjadi
adanya dugaan pelanggaran.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak terbukti. Ya. Terus?
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BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan Pokok Permohonan penerimaan surat suara di
TPS se-Kecamatan Dampal Selatan. Bahwa terdapat kelebihan
penerimaan sebanyak ... surat suara sebanyak 17 pada 9 TPS se-
Kecamatan Dampal Selatan. Terhadap kelebihan penerimaan surat suara
yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh KPPS ke dalam kotak suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Artinya kelebihannya DPT plus 2,5 masih lebih, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, surat suara ditambah dengan jumlah 2% dari DPT itu
melebihi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus, sudah dimasukkan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Itu tidak digunakan dan dimasukkan menjadi surat suara lebih

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak digunakan, tidak dipakai, ya. Terus?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan atas ... atas ... pengawasan atas Pokok
Permohonan pembagian bantuan sosial BST. Bahwa Bawaslu Kabupaten
Toli-Toli telah melakukan tindakan preventif dengan mengirimkan surat
imbauan kepada kepala dinas agar menyalurkan ... membagikan
program bantuan sosial setelah pemungutan dan perhitungan suara hasil
selesai.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan rekapitulasi hasil
perhitungan suara di tingkat Kecamatan Galang ada 2 laporan yang
masuk di Bawaslu. Laporan pertama diregistrasi telah dilakukan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu tadi, kan Saudara mengimbau untuk menunda pembagian
bantuan itu setelah pemungutan suara. Lalu, apa yang terjadi? Tetap
diteruskan atau kemudian dihentikan?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Yang kami sampaikan ke dinas-dinas terkait itu ada yang kita
hentikan, Yang Mulia, dan itu ditindaklanjuti oleh ... kemarin dari PKH.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jadi, ada yang dihentikan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Berarti ada pula yang tidak dihentikan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Dalam hasil pengawasan kami, tidak ada yang dihentikan pada
saat minggu tenang, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Oke, terima kasih.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berikutnya ... sekarang anu saja, sampaikan ada yang
persoalan?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, terkait dengan money politics dugaan politik uang di
Kecamatan Dako Pamean.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Bahwa di Kabupaten Toli-Toli Utara menerima laporan dan telah
diregistrasi, telah dilakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu,
pemeriksaan klarifikasi dan penyelidikan, serta telah dilakukan
pembahasan kedua yang pada pokok menyimpulkan bahwa laporan tidak
memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pada pasal yang disangkakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi yang persoalan penting?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Untuk hasil pengawasan atas Pokok Permohonan pemungutan
suara di TPS 1 Desa Pulias, TPS 2 Desa Bilo, TPS 3 Kamalu ... TPS 2
Kamalu, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan
di Ogo Deide.

Bahwa hasil pengawasan di TPS 2 Desa Bilo tidak terdapat
Formulir Model C Daftar Hadir KWK di dalam kotak suara yang tiba ke
TPS. Namun disepakati oleh seluruh pihak di TPS bahwa akan
menggunakan salinan DPT sebagai pengganti daftar hadir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Salinan DPT?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya.
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359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi salinan DPT itu, apa yang dimaksud itu?
360. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Yang DPT itu yang mereka gunakan, Yang Mulia. Untuk (...)
361. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan begini, tadi yang Anda sampaikan, “Tidak ada daftar
hadir.”

362. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Tidak ada daftar hadir, Yang Mulia.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tapi C-6 nya dikumpulkan, enggak?

364. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
C-6 dikumpulkan, Yang Mulia. Di sana, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang dipakai berarti yang C-6 itu berarti?

366. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kumpulan dari C-6 itu?

368. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ternyata dicocokkan enggak antara C-6 dengan yang nyoblos,
dicocokkan enggak?
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370. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Dicocokkan, Yang Mulia.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu dianggap sebagai daftar hadir?

372. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Dianggap sebagai daftar hadir, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Sudah disepakati seluruhnya?

374. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Disepakati (...)

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dan di TPS itu tidak muncul masalah?

376. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Tidak ada persoalan. Di seluruh TPS di Kabupaten Toli-Toli tidak
ada persoalan, Yang Mulia.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

378. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Hasil pengawas ... lanjut, Yang Mulia.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

380. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan atas (...)
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381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu yang (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sebentar!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu tadi di tempat yang ... apa namanya ... yang soal daftar hadir
tidak ada itu, saksi Paslon Nomor 2 tanda tangan, enggak?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Tanda tangan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dia ikut juga menyetujui untuk pengganti itu?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, Yang Mulia. Karena ada tanda tangan, Yang Mulia.
HAKIM HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.
HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, dilanjutkan!
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan dan perhitungan suara
di TPS 1 Desa Pangkung dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di
tingkat Kecamatan Dondo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah
menerima laporan dan telah diregistrasi kajian pada pokok menyatakan
laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya penggelembungan suara di
TPS 1 Desa Pangkung.

Hasil pengawasan terkait pemungutan, dan perhitungan, serta
rekapitulasi suara. Bahwa hasil pengawasan di TPS 3 Desa Sabang,

ketua ... ketua KPPS memberikan kode khusus pada surat suara yang
diberikan kepada pemilih, sehingga dilakukan pencermatan dan telah
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390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

disampaikan kepada PPK Galang, serta telah ditindaklanjuti oleh KPU

Kabupaten Toli-Toli dengan melakukan pemungutan suara ulang.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada peristiwa pemungutan suara ulang, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di mana?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Di TPS 3 Desa Sabang, Kecamatan Galang, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kenapa kok bisa ada pemungutan suara ulang?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Pada saat masyarakat datang untuk memilih, ketua KPPS memberi
tanda tangan di C-6 untuk ... di kertas suara. Pada saat itu, dia tanda
tangan dengan memberi tanda. Dan itu diketahui oleh pengawas kami
dan sempat ditegur. Sehingga dari hasil pencermatan kami, ada
beberapa nama yang diberi tanda dengan tanda tangan yang berbeda-

beda.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi ... anu, ya ... ketua KPPS itu memang harus tanda

tangan di kartu suara?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Kertas suara, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi dia untuk orang-orang tertentu (...)
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399. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Dia tanda tangan yang berbeda (...)
400. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dia tanda tangan?
401. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
402. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Untuk mengetahui dia memilih siapa, gitu, kan?
403. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, kemungkinan begitu, Yang Mulia.
404. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Agak ... ada indikasi ke arah itu?
405. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
406. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nah, terus setelah itu, panitia pengawas (...)
407. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Panitia pengawas pemilu sempat menegur (...)
408. KETUA: ARIEF HIDAYAT
Menegur.
409. BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Dan mengatakan bahwa itu tanda tangan ketua KPPS seperti itu.

Pada saat perhitungan, kami cermati kembali bahwa ada perbedaan-
perbedaan tanda tangan, Yang Mulia, sehingga (...)
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410.

411.

412,

413.

414.

415.

416.

417.

418.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kapan dilakukan pemungutan suara ulang?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Itu 3 hari.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

3 hari setelah (...)

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Setelah (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Pemilihan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus hasilnya, bagaimana?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Hasil untuk sebelum pemilihan suara sebelumnya=227 untuk
Nomor 01 dan setelah PSU=8 suara.

Untuk Nomor 02, Muchtar Deluma, S.H. dan Bakri Idrus itu=80
pada saat sebelum PSU, setelah PSU menjadi 194.

Untuk Nomor 03, Amran H. Yahya dan Mohammad Besar Bantilan,
perolehan suara sebelum PSU=50, perolehan suara setelah PSU menjadi
110.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pertanyaan saya, pada waktu dilakukan PSU, semua pasangan
saksinya tanda tangan?
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419.

420.

421,

422,

423,

424,

425.

426.

427.

428.

429,

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ada, Yang Mulia. Tanda tangan, Yang Mulia.

HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT
Semua tanda tangan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Semua, Yang Mulia.
HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT
Paslon Nomor 1 juga tanda tangan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kan dia dirugikan itu?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tadinya 270 ... 227, kemudian hanya 8?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tapi tanda tangan juga?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Tanda tangan, Yang Mulia.
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430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus setelah direkap di tingkat kecamatan, enggak ada masalah?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Di tingkat kecamatan ... ya (...)
HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kecamatan Galang itu?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Kecamatan Galang, saksinya tidak bertanda tangan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi yang nomor berapa?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Saksi di Kecamatan Galang Nomor 1 dan Nomor 2 tidak bertanda
tangan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 1 dan Nomor 2 tidak mau tanda tangan?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, Nomor 2 leading, kan? Lho, yang menang malah Nomor 2,
kan?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia. Ini di ... rekap di kecamatan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah enggak mau tanda tangan?
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441.

442,

443,

444,

445,

446.

447.

448.

449.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, yang tanda tangan hanya Pasangan Saksi Nomor 03?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Saksi Nomor 03, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Satu lagi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Bawas ... bahwa Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah menerima
laporan tindak pidana pemilihan, dan telah dilakukan penanganan
pelanggaran, dan telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan di PN
Toli-Toli dan menyatakan bahwa terdakwa 1 terbukti melakukan tindak
pidana pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak
berhak memilih, memberikan suaranya satu kali di TPS. Serta terdakwa 2
terbukti melakukan tindak pidana pemilihan yang tidak berhak memilih

dengan sengaja memberikan suara satu kali di TPS. Demikian, Yang
Mulia.
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450.

451.

452.

453.

454,

455.

456.

457.

458.

459.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di mana itu? Di halaman berapa, Anda? Laporan Anda di
halaman berapa?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Di halaman terakhir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman terakhir. Jadi, orang yang tidak berhak diminta untuk
anu ... didorong untuk melaku ... memilin?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Memilih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Namanya siapa?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Mindola, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Mohon pertimbangan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar! Ini masker dipakai terus! Enggak boleh
dicopot! Berbahaya itu, membahayakan orang lain itu. Maskernya supaya
dipakai terus, ya!
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Mohon izin, Yang Mulia. Di halaman 20, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 20. Halaman 20 poin apa? Poin b itu?
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460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Di atas, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, atasnya itu?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Atasnya. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas

TPS 5 Kelurahan Panasakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sudah ada putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan

melakukan tindak pidana pemilu, ya?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ini 1 orang atau 2 orang?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
2 orang, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di TPS 5 Kelurahan Baru.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Kelurahan Panasakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kelurahan Baru dan kelurahan (...)

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Panasakan, Yang Mulia.
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471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Panasakan.
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Kelurahan Panasakan, Yang Mulia. Bukan Kelurahan Baru, Yang
Mulia, izin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu di anu ... bahwa berdasarkan laporan Kelurahan Baru (...)
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, Kelurahan Baru. Dalam pengawasan pemungutan dan
penghitungan suara Bawaslu yang dilakukan oleh Saudara Husni terlapor
Amirullah Ketua RW Kelurahan Panasakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi anu, ya. Saudara Amirullah sudah dipidana, ya?
BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli. Ya, terima kasih
Bawaslu. Nanti akan kita lihat, kita nilai, dan kita pertimbangkan.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
KPU, Termohon ada apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi mohon pertimbangan, Yang Mulia.
Karena menyangkut kejadian pidana pemilu itu, menurut Termohon,
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481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

jawaban Bawaslu itu melebihi daripada dalil Permohonan. Karena tidak
juga ada dalam bukti surat seperti yang diajukan Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, ya, dia kan kejadian-kejadian (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang berkembang di sana, dia laporkan di sini, enggak ada
masalah. Enggak di dalil pun kalau dia melaporkan anu ... tugas
wewenangnya juga enggak masalah. Ya, nanti kita pertimbangkan, ya.

Terima kasih, Bawaslu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: HERU WIDODO

Izin, Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: HERU WIDODO

Izin, Pemohon, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Sebentar (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pak Heru sudah tidak boleh berbicara.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih.
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490.

491.

492,

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Pihak Bawaslu, ya? Dari seluruh laporan-laporan dari itu,
ya, terus ada yang sudah menjadi rekomendasi dari Bawaslu?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ini ditanggapi oleh Termohon nanti. Apakah ada rekomendasi
dari Bawaslu itu yang tidak dilaksanakan oleh Pihak Termohon ini?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

KPU, Yang Mulia?

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan laporan yang
masuk, itu kami sudah rekomendasikan ke KPU dan seluruh laporan kami
telah direkomendasikan oleh KPU, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi seluruh (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Direkomendasikan atau dilaksanakan?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)

Ditindaklanjuti, Yang Mulia.
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500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ditindaklanjuti.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti oleh Pihak KPU,
ya?

BAWASLU: FAJAR SYADIK (KAB. TOLI-TOLI)
Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Prof. Saldi, cukup? Baik. Terima kasih. Jadi, Perkara Nomor

40/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai.
Kemudian, kita ke Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021. KPU
(...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poso, saya persilakan!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengajukan Eksepsi?
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509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Mengajukan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa Eksepsinya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Dalam jawaban kami, terkait Eksepsi ada 3 poin. Yang pertama,
mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Yang kedua, mengenai Legal Standing. Dan yang ketiga,
mengenai obscuur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, secara ringkas saja!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Per ... mengenai Pokok Permohonan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut
Termohon, Permohonan pada pokoknya bukanlah mempersoalkan
mengenai perselisihan hasil pemilihan, melainkan hal-hal terkait dengan
pelanggaran prinsip aksesibilitas dan seterusnya.
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518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Bahwa selanjutnya karena Pemohon tidak dapat menguraikan
secara jelas mengenai adanya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya. Bahwa dengan demikian, menurut Pe ... menurut Termohon,
Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara perselisihan hasil
pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal
158 ayat (2) juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
Tahun 2020.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus!

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Selanjutnya, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing
Pemohon. Menurut Termohon, Yang Mulia, Pemohon tidak memiliki Legal
Standing dalam mengajukan sengketa a quo karena telah melebihi
ambang batas atau syarat formil pengajuan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa sih persentasenya mestinya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Untuk persentase 2%, Yang Mulia.
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527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Padahal itu selisihnya berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Selisihnya kurang-lebih 6,4%, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, baik. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Terus, mengenai Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak mempersoalkan
sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun
2020 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah tadi, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, terus (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Bahwa selanjutnya menurut Termohon, Pemohon dalam perkara a
quo, baik dalam Posita maupun Petitum, Pemohon telah lalai atau abai
terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 6 Tahun
2020.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang di Pokok Permohonan.
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535.

536.

537.

538.

539.

540.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Baik. Selanjutnya dalam Pokok Permohonan. Termohon pada
pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana
dalam Permohonannya.

Kemudian, untuk menanggapi dalil-dalii Pemohon yang pada
pokoknya ada 5 poin. Selanjutnya, kami akan bacakan poin-poin
pentingnya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

AD.1. Mengenai dalil Pemohon sepanjang Termohon dalam
penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dr. Verna G. M.
Inkiriwang dan M. Yasin Mangun bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan. Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah dalil
yang tidak berdasarkan hukum, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Bahwa ... alasannya bahwa Bakal Pasangan Calon dr. Verna G. M.
Inkiriwang dan M. Yasin Mangun dalam Pilkada Kabupaten Poso telah
menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan syarat pencalonan dan
syarat calon sebagaimana tertuang dalam Form TT1-KWK beserta
lampirannya. Telah kami jadikan alat bukti sesuai dengan bukti yang
tertanda T-7, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan yang lainnya (...)
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541.

542.

543.

544.

545.

546.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Kemudian, pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon dr. Verna
pada tanggal 4 September 2020 telah pula dihadiri oleh seluruh partai
politik pengusung, termasuk pengurus Partai DPC Demokrat Kabupaten
Poso sebagai salah satu partai pengusung.

Nah, selanjutnya jika pun yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah
ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso, menurut
Termohon, hal itu beralasan hukum, Yang Mulia. Karena pada saat
pendaftaran, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in
casu Pihak Terkait telah menunjukkan surat keterangan sakit.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu dianggap dibacakan. Sekarang yang kedua ... dalil kedua.
Tentang Pemohon (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Kedua, mengenai dalil Pemohon sepanjang mengenai Termohon
tidak menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan
standar protokol Covid, yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih
yang notabene mendukung Pemohon. Termohon menolak seluruh dalil-
dalil Pemohon tersebut. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak
berdasarkan hukum, Yang Mulia. Karena Termohon telah menerapkan
seluruh standar protokol kesehatan secara ketat dalam rangka memutus
mata rantai penyebaran Covid-19 sesuai dengan ketentuan teknis yang
diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Jika pun datang semua, belum tentu memilih Pemohon, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?
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547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Kemudian, kami juga menyinggung (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Halaman 26 itu.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia. Kemudian, kami menanggapi dalil Pemohon
mengenai (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kampanye di luar jadwal?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Termohon tidak memfasilitasi Karyawan Perusahaan Perkebunan
PT SJA 2. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan
hukum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Selanjutnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang kampanye di luar jadwal itu yang ketiga.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, mengenai dalil Pemohon sepanjang mengenai Termohon

melakukan pembiaran kampanye di luar jadwal untuk memilih Pasangan
Nomor Urut 1 atas nama dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin

63



556.

557.

558.

559.

560.

561.

Mangun. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan
hukum, Yang Mulia. Selanjutnya, kemudian dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Yang keempat?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Yang keempat, tentang dalil Pemohon sepanjang mengenai
Termohon melakukan pembiaran atas adanya pembagian kupon oleh
oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Poso Pasangan dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin
Mangun yang mengarahkan pemilih. Menurut Termohon, dalil Pemohon
tersebut tidak beralasan hukum, Yang Mulia. Selanjutnya, dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, yang kelima. Terakhir.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Yang kelima, mengenai dalil Pemohon sepanjang mengenai
penyebaran berita bohong yang memengaruhi pengurangan pemilih
untuk tidak memilih Pasangan Nomor Urut 2. Bahwa menurut Termohon,
dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, Yang Mulia. Selanjutnya,
dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Petitum. Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Poso Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dr. Verna G. M. Inkiriwang dan
M. Yasin Mangun dengan jumlah ... Nomor Urut 1, dengan
jumlah perolehan suara 61.326. Pasangan Calon Nomor urut 2
atas nama Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa,
jumlah perolehan suara sah=53.319. Pasangan Calon Nomor
Urut 3, Ir. Samsuri, M.Si. dan Ir. Tony Sowolino, M.Si., jumlah
perolehan suara=10.694.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terima kasih. Prof. Saldi?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu tadi surat bahwa Ketua DPC Partai Demokrat (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu suara keterangan sakitnya ada, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Bagaimana, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kan tidak hadir?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya.
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569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ada surat keterangan sakitnya, ada enggak (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukti di (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukti berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Bukti T-10.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, nanti kami cek (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang pertama. Yang kedua, apa secara hukum yang
membenarkan bahwa kalau orang ada alasan tertentu bisa tidak hadir?

Apa dasarnya? Kan di dalam undang-undang disebutkan, “Dihadiri oleh,”
kan?
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578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, wajib, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, sekarang boleh tidak hadir karena alasan ini? Itu
ketentuannya di mana mengatur seperti itu, sehingga bisa diganti

dengan surat keterangan itu?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Pasal 29 PKPU, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pasal (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Pasal 39.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pasal?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

39.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tunggu, saya catat. Pasal 39 (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

PKPU Nomor 3.
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587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
PKPU?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Nomor 3.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nomor 3, tahun?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

2020.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
20007

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

2017, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu jauh sekali bedanya 2020, 2017 itu. Itu satu. Nanti kami cek,
ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang kedua, itu yang soal di ... didalilkan tidak memberikan akses
bagi karyawan perusahaan, itu bagaimana penjelasannya?
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596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Nah, menurut Termohon, Yang Mulia. Bahwa Termohon telah
melaksanakan seluruh tugasnya dan terkait dengan PT SJA (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu berapa orang pemilih di situ?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Pemilih di situ berdasarkan DPT (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ada 500 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa, KPU? Silakan! Kalau yang Anda tidak pasti, minta Prinsipal
menjelaskan.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Siap.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Dari data karyawan yang diserahkan oleh PT SJA 2 kepada KPU
Kabupaten Poso (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Sejumlah 514 karyawan. Dan dari hasil sinkronisasi data yang
dilakukan oleh KPU, sejumlah 323 karyawan yang terdapat di dalam DPT
Kabupaten Poso. Selebihnya, tidak termasuk dalam data DPT Kabupaten
Poso.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
323 itu ada surat panggilan, enggak?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ada. C Pemberitahuan, ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Berapa yang datang dari 323 itu menggunakan hak suara?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Tidak semua, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, berapa? Tidak semua itu berarti ada, kan?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ada, Yang Mulia.
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614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa? Ini kan salah satu dalil pentingnya ini di sini. Bukti P ...
Bukti T berapa? Kalau tidak ... ada enggak di T-nya? Harusnya ... itu
harus (...)

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Di berapa? T berapa?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

T-28, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T-28, nanti kita cek. Berarti Anda tatap, ya, memberi akses
dengan cara dia tetap diberi surat panggilan dan terbukti ada yang

datang memilih, begitu, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Soal yang tidak datang, bukan urusan Saudara lagi?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau dilarang oleh perusahaan, itu menjadi tindak pidana pemilu,

kan begitu?

71



623.

624,

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, pertanyaan terakhir saya, berapa pengguna hak pilih di
kabupaten ... apa ... Poso? Persentase pengguna hak pilih?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Persentase 74,9%, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
74,9%7?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Dibanding pemilu yang lalu, naik atau turun ini?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Naik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Naik?
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632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Naik.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Yang lalu berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Yang lalu ... pada Pilkada 2015 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

74,10%, Yang Mulia. Sedangkan pada Pilkada 2015, 79,04%.
Jadi, kenaik (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebentar! Kalau pilkada sebelumnya 74,10%?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebelumnya lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Kami tidak masukkan data Tahun 2010-nya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, yang pemilu pilkada sebelumnya 74,10%?
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642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Yang terakhir, berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Yang terakhir 79,04%.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Tadi Anda sebut itu 74,9%. 79,04%?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

79,04%.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Betul, KPU?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Terima kasih, Pak Ketua.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau dari pileg, pilpres kemarin, berapa? Tahu? Kan baru saja
2019.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

70 ... 70,6%.
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652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

70,6%?7?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA

SALINTOHE

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Yang Mulia, ada? Cukup. Baik, KPU sudah, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait. Pihak Terkait, Anda mengajukan Eksepsi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan Eksepsi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Mengenai kedudukan hukum ... mengenai apa ...

(...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, sebentar!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

NOMOR

mengenai

NOMOR

NOMOR

Yang pertama kami lihat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b. Kemudian juncto

dengan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 8
ayat (3) (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Huruf b kesatu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus Eksepsinya lain lagi, apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Eksepsi yang berikut berkaitan dengan jumlah suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Selisihnya berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Selisih=8.007.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mestinya hanya 2%, ini lebihnya berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Dia pada posisi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

6,4%?
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672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

6,38%, ya, kita bulatkan menjadi 6,4%.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ya, saya lebih cepat bacanya ternyata.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, Eksepsinya ada lagi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

NOMOR

NOMOR

NOMOR

Eksepsi berkaitan dengan masalah perhitungan, ya, itu sudah ...
mohon maaf, itu sudah diuraikan tadi. Kemudian, menyangkut masalah
... itu pada halaman 10 bagi ... nomor 10. Bahwa Pemohon mendalilkan
Calon Pasangan dr. Verna Inkiriwang - M. Yasin Mangun, bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak dihadiri

oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya gimana ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Itu menurut Pasal 39 ayat (5) dan ayat (7).

NOMOR

NOMOR
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680.

681.

682.

683.

684.

685.

686.

687.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa itu Eksepsi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

"Pengurus partai poilitik, atau gabungan partai politik, atau bakal
pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran, kecuali
ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi sama, ya, seperti yang disampaikan oleh Termohon, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Karena aturan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus Anda juga anu ... Petitum. Petitumnya gimana? Di
Eksepsi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Bahwa Petitum Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 6
Tahun 2020, lampiran nomor 1, bisa dilihat.
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688.

689.

690.

691.

692.

693.

694.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, Anda juga mempersoalkan tentang eksistensi
Permohonan Pemohon, itu gimana?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya kedua. Yang kedua, Yang Mulia. Bahwa Petitum Pemohon (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, itu halaman 14 tentang eksistensi (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

C. Tentang eksistensi Pemohon ... Permohonan Pemohon. Ya
bahwa Permohonan Pemohon, Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad
Lawasa, jika dicermati secara saksama bahwa baik dalam Pokok
Permohonan, Posita, maupun dalam kesimpulan permintaan Amar
Putusan/Petitum bertentangan dengan makna dasar dikeluarkannya
aturan mengenai sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam
kontestasi di pilkada, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan ...
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil
Wali Kota. Oleh karenanya, tindakan Pemohon dalam Permohonan jelas
sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak
Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang dalam Pokok Permohonan?
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695.

696.

697.

698.

699.

700.

701.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

ITI. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak
dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang
diakui kebenarannya dan pihak ... oleh Pihak Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa yang ditolak dan apa yang diakui?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Pihak Terkait dalam
Eksepsi dianggap pula terulang dalam ... dapat dipergunakan sebagai
keterangan dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu-kesatuan
yang tidak terpisahkan.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon
dalam Pokok Permohonan secara keselurahan karena dalil-dalil yang
secara langsung dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait yang
dianggap mempunyai keterkaitan dengan hak ... hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 adalah tidak benar. Untuk
itu, dalil-dalil  Pemohon ... Permohonan Pemohon dalam Pokok
Permohonan tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh
Mahkamah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dalil yang lain? Mengenai itu, apa (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pencalonan kok tidak hadiri, menurut Anda gimana? Betul tadi
yang disampaikan Termohon?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya, itu kita sudah diuraikan di halaman (...)
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702.

703.

704,

705.

706.

707.

708.

709.

710.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di Eksepsi itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Yes.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, terus yang lain?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya, saya kira menyangkut masalah ... apa namanya ... kampanye,
itu juga karena tidak langsung terkait pada ... tidak langsung kepada
Pihak Terkait (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus tadi yang dipersoalkan, yang sangat penting untuk
direspons Pihak Terkait. Betul ada yang dihalang-halangi tadi yang
disampaikan oleh, Prof. Saldi, mengenai PT itu, gimana?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Enggak ada, tidak ada.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, betul yang disampaikan Termohon tadi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, pegawai, atau buruh, atau tenaga kerja dari perusahaan itu
akhirnya juga ikut memilih, tidak ada penghalang-halangan terhadap hak
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711,

712,

713.

714,

715.

716.

717.

718.

konstitusional warga yang dialami oleh pegawai atau buruh dari
perusahaan itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Tidak ada, Yang Mulia. Karena justru semua itu berjalan dengan

baik, bahkan sebelum itu kami lihat buktinya bahwa ada rapat yang
dilakukan oleh unsur pimpinan kecamatan dalam rangka memfasilitasi itu

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Kegiatan-kegiatan daripada pegawai yang ada di PT SJA untuk
dapat melaksanakan ... apa namanya ... hak pilihnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Terfasilitasi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Difasilitasi. Jadi (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mereka tetap boleh memilih, ya?
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719.

720.

721,

722,

723,

724,

725,

726.

727.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Oleh Termohon, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tadi sudah ditunjukkan oleh Termohon, ya. Memang tidak
seluruhnya nyoblos, tapi sebagian besar juga datang untuk mencoblos?

Betul?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di TPS daerah situ yang menang pasangan nomor berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Pasangan Nomor 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus, ada lagi yang akan disampaikan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Terkait dengan kela ... halaman ... ya, tentang klaim yang
34.657 jiwa yang diklaim merupakan ... apa namanya ... suara milik
Pasangan Calon Nomor Urut 2.
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728.

729,

730.

731,

732.

733.

734.

735.

736.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kenapa itu, kok ada klaim begitu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Jika dalil yang digunakan oleh ... oleh Pemohon yang kami
uraikan di halaman pertama tadi bahwa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
34.657 (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Yadi 4 ... ya, halaman 7 ... ya, halaman 7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho, itu di keterangan Anda di halaman 21 (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Halaman 7, Yang Mulia. Halaman 7, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Halaman 7 atau halaman 21? Ha? Saya malah bacanya di
halaman 21.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya ... ya-nya, ya, gimana? Ya, 7, atau, ya, 21?

84



737.

738.

739.

740.

741.

742,

743.

744.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Oh, saya tadi mau menyampaikan dulu ... apa ... apa namanya ...
alasannya. Sehingga ini muncul dalam menjadi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Tanggapan kami.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang di halaman 21, bagaimana itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Halaman 21, komplain 34.000 itu merupakan ... dianggap adalah
suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Bahwa sangat tidak logis jika klaim Pemohon (Nomor Urut 2)
atas pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 34.657
merupakan suara milik Pemohon, tanpa menggunakan apa yang menjadi
indikator, atau alat ukur, atau parameter, maupun bukti-bukti yang kuat,
yang akurat, yang digunakan Pemohon untuk mengklaim suara pemilih
yang tidak menggunakan hak pilih ... hak pilihnya.

Demikian yang ... yang menyangkut 34.000 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus (...)
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745,

746.

747.

748.

749.

750.

751,

752.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Kemudian PT SJA, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.S ... PT SJA?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Bahwa tidak benar ribuan pemilih yang di sekitar PT SJA di
Pamona Timur yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan suara
milik Pemohon. Berdasarkan has ... hasil keputusan rapat koordinasi
antara korpo (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu tadi sudah dijelaskan, itu poin 14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang saya akan minta klarifikasi Termohon, tadi yang sudah
disampaikan Prof. Saldi tadi. Itu karyawan PT SJA itu jumlahnya berapa
yang punya hak pilih ... anu ... Termohon? Betul itu tadi yang

disampaikan kepada Prof. Saldi, ya? Jumlahnya ribuan atau berapa?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Mohon izin. Mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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753.

754,

755.

756.

757.

758.

759.

760.

761.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

323 yang masuk dalam DPT.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Hanya 3237

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, klaim dari Pemohon kalau jumlahnya ribuan tidak benar, ya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Tidak benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Baik. Terus lanjutkan, Pihak Terkait!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Kami sampai pada Petitum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Silakan!
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Saya ingin dapat penjelasan Saudara ini di halaman 21 itu. Logical/

fallacy itu apa itu sebetulnya maksudnya terkait dengan ... apa ini ... apa
itu maksudnya?
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762.

763.

764,

765.

766.

767.

768.

769.

770.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Terima kasih, Majelis. Kami sambung. Logical fallacy adalah
kesesatan berpikir dalam mengambil satu kesimpulan yang berawal dari
frame yang salah.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus dalam konteks penjelasan 14 ini, kan ada kaitan dengan 13
ini?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Ya ... ya. Jadi (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, bagaimana itu dikatakan fallacy?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Pemohon mengklaim bahwa di PT SJA itu ada ribuan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, ribuannya sudah salah?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Sudah salah ... frame-nya, kan salah.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Kemudian, dia menyimpulkan bahwa orang yang tidak memilih itu

menjadi haknya, padahal masyarakat pemilih tidak menentukan
pilihannya. Jadi, itulah fallacy logic yang dikatakan (...)
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771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

778.

779.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak menentukan pilihan atau kita tidak bisa menentukan siapa
yang dipilih? Mana yang benar?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Tidak menen ... tidak menggunakan hak pilihnya, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, itu kita tidak
bisa tentukan dia mau memilih siapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103 /PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Orang yang memilih saja tidak bisa ditentukan memilih siapa,
begitu maksudnya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Ya, betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begitu ditarik kesimpulan bahwa yang tidak memilih itu harusnya
memilih pasangan A (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

B dan sete (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang disebut dengan logical fallacy itu?
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780.

781,

782.

783.

784,

785.

786.

787.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Siap, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

NOMOR

Ya. Jadi, kalau datang milih pun belum tentu memilih Pemohon
atau memilih Pihak Terkait, kan? Hanya Tuhan yang tahu, ya? Karena
pemilu itu rahasia, kan gitu? Itu klaim yang menurut Anda itu logical

fallacy itu? Ya. Baik.
Sekarang, Bawaslu. Silakan!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Di Petitum, Yang Mulia, belum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oh, Petitum belum?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

NOMOR

NOMOR

NOMOR

Baik. Petitum. Berdasarkan keseluruhan Keterangan Pihak Terkait
di atas, mohon Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

berkenan memutus dengan amar putusan:
Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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788.

789.

790.

791,

792.

793.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum KPU Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-
Kpt-7202/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Poso Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul
00.09 WITA dengan perolehan suara sebagai berikut.

Pasangan ... nama pasangan calon. Pasangan Calon Nomor
Urut 1 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor urut saja! Nomor urut saja!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Ya. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait=61.326
suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL MUTHALIB RIMI

Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon=53.319.

Pasangan Calon Nomor Urut 3=10.694.

Total suara sah=125.339.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pihak Terkait. Kuasa Hukum Abdul Mutalib Rimi,
Felics Manurung, dan Syahrul, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih.
Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup, ya? Prof., cukup?
Sekarang Bawaslu.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Kabupaten
Poso Nomor TO3 dan seterusnya. Mohon karena keterangan sudah
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794,

795.

796.

797.

disampaikan kepada Para Pihak, kami akan membacakan pokoknya saja,
yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Keterangan
terkait hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati
dan wakil bupati.

Yang pertama bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah
menyampaikan surat imbauan untuk pencegahan. Dan selanjutnya
dalam proses pengawasan, baik Bawaslu telah menyampaikan saran
perbaikan dan perwakilan pasangan calon telah menyampaikan
keberatan, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Poso seketika
pada saat rapat pleno. Sehingga sampai dengan ditetapkan hasil
rekapitulasi tanggal 17 Desember 2020, semua telah disetujui oleh
pasangan calon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Bahwa terdapat selisih antara 01 dan Paslon 02 sebanyak 6,3%,
dan Nomor 1 dan 03 sebanyak 40,2%.

Selanjutnya, keterangan terkait dengan ketidakhadiran Ketua DPC
Partai Demokrat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 27 telah
menyampaikan surat imbauan terkait dengan kepatuhan terhadap waktu
pendaftaran dan keterpenuhan keabsahan dokumen kepada KPU
Kabupaten Poso, pasangan calon, partai pengusung, dan bakal pasangan
calon perseorangan (Bukti PK-03).

Selanjutnya, dalam proses pengawasan pada pendaftaran, yakni
tanggal 4 September tahun 2020 dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris
Partai Politik Partai Demokrat oleh Ibu Ellen Ester Pelealu, Wakil Ketua
DPC Partai Demokrat, Sekretaris oleh Ibu Nilawati Lukman. Dari Partai
Hanura hadir Ketua DPC Hanura Bapak Abram Badilo dan Sekretaris
Bapak Andi Hamzah. Dari Partai Amanat Nasional dihadiri oleh Ketua
Haimin Iskandar ... mohon maaf, Muhaimin dan Sekretaris Christian
Lumi. Dari Partai Perindo hadir Ketua Bapak Sony Kapito dan Sekretaris
Bapak Idrus.
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800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi itu tidak dihadiri itu bukan persoalan, ya? Karena sakit, bisa

diwakili, ya? Menurut PKPU betul, ya?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya, 39.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa ketidakhadiran ketua DPC (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap selesai, dianggap dibacakan.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Selanjutnya terkait (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi di ... itu dibenarkan bisa diwakili, kan? Sebagaimana apa

yang disampaikan Termohon tadi?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu yang lain dianggap telah dibacakan. Terus?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Selanjutnya, terkait dengan ketidakhadiran Ketua DPC Partai

Demokrat (...)
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809.
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811.
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813.

814.

815.

816.

817.

818.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho, ya, jangan diulangi dong sudah (...)

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Penanganannya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, penanganannya kita sudah tahu tadi kan, ditangani oleh ...
anu ... sudah selesai, enggak ada masalah.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Menurut PKPU itu dia boleh diwakili, gitu, kan?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Pada tanggal 28, kami menerima laporan dari Kuasa 02 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu sudah dianggap dibacakan.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang yang tidak menggunakan protokol kesehatan, gimana?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Baik. Terkait dengan protokol Covid-19, Yang Mulia, Bawaslu telah
menyampaikan imbauan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar!
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820.

821.

822,

823.

824.

825.

826.

827.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebentar!

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagaimana dengan soal yang muncul bahwa surat keterangan itu
dianggap palsu itu, gimana menjelaskannya?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya, itu yang ingin saya sampaikan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, silakan!

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Ada laporan dengan Nomor Register Nomor 03, laporan dari Abdul
Mirsad Buimin terkait dengan dugaan surat sakit palsu.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terus?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Telah diproses dalam Sentra Gakkumdu. Dan selanjutnya pada
tanggal 3 Oktober 2020, pembahasan Sentra Gakkumdu menyimpulkan
bahwa belum memenuhi unsur tindak pidana karena MRC Siloam
Hospital belum memberikan klarifikasi. Akan tetapi pada tanggal 4
Oktober 2020, pihak Siloam Hospital mengirimkan surat klarifikasi via
email Bawaslu dengan Nomor Surat 1432 dan seterusnya, menegaskan
bahwa MRC Siloam benar mengeluarkan surat izin sakit atas nama Bapak
Piet Inkiriwang.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.
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829.

830.

831.

832.

833.

834.

835.

836.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Bukti PK-09, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, it ... itu sudah saya baca soalnya, di halaman 6 kan itu, kan?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus sekarang yang nomor 3 itu, standar protokol kesehatan.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Terkait dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Bawaslu
telah menyampaikan surat pencegahan dan selama proses pengawasan,
Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap protokol Covid-
19, termasuk juga tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran
terhadap protokol Covid-19 selama proses tahapan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Terkait dengan PT SJA. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan
Panwascam Pamona Timur, jumlah pemilih dalam PT SJA sejumlah 248
jiwa. Dan pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu telah mengirimkan
surat imbauan kepada PT SJA agar tidak mengahalang-halangi karyawan
untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya di 19 kecamatan, jajaran
Bawaslu tidak pernah menerima adanya keberatan, atau laporan, serta
informasi terkait pelarangan karyawan, termasuk dari PT SJA.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, saya tanyakan. Betul ada rapat koordinasi itu tadi?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Rapat koordinasi ada, Yang Mulia.
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838.

839.

840.

841.

842,

843.

844.

845.

846.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana itu rapat koordinasi itu? Tadi disampaikan oleh Pihak
Terkait.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Yang menghadiri dalam hal ini ada Ibu Helmi Mongi di via daring.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Bawaslu ada yang hadir?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Ada yang hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, jadi sebetulnya rapat koordinasi itu dalam upaya
untuk memfasilitasi dari PT itu yang punya hak untuk memilih melakukan
haknya, gitu?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Ya. Termasuk tidak menghalang-halangi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada yang menghalang-halangi, ya. Terus! Selanjutnya?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Selanjutnya terkait dengan kampanye di luar jadwal, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Halaman 9 dan 10.
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848.

849.

850.

851.

852.

853.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
He em.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Tanggal 1 Oktober, Bawaslu menerima surat dari Tim Advokasi
Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Bapak Abdul Mirsad Buimin
terkait dengan dugaan adanya kampanye di luar jadwal, yakni foto
pasangan calon pada jaringan Wifi Starnet. Berdasarkan hasil
pengawasan Bawaslu, jaringan wifi hanya teridentifikasi di Desa Madale,
Kecamatan Poso Kota Utara. Akan tetapi, setelah diakses masuk,
ternyata jaringan wifi tersebut tidak tercantum foto dari Pasangan Calon
Nomor Urut 1 atas nama Verna dan Yasin Mangun (Bukti PK-14).

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang mengenai pembagian sembako itu.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Keterangan terkait Pokok Permohonan menyatakan pembagian
sembako.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Bahwa Bawaslu melakukan penelusuran terhadap informasi
adanya kupon Sahabat Verna-Yasin di Desa Lena, Kecamatan Pamona
Utara, Bukti PK-15. Akan tetapi setelah Panwascam Pamona Utara
melakukan penelusuran, pihak yang diduga menerima tidak dapat
menunjukkan kupon tersebut, Bukti PK-16.

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020, Bawaslu menerima
laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Eka Andrion Meode dan
telah diregis ... diterima laporan dengan nomor 17 dan seterusnya, Bukti
PK-17. Akan tetapi, berdasarkan kajian awal laporan tersebut belum
memenuhi syarat materiil (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.
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855.

856.

857.

858.

859.

860.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Setelah disampaikan kepada pelapor, tetapi pelapor tidak
melakukan perbaikan. Sehingga, laporan dinyatakan tidak dapat
diterima.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya ... ya, halaman 12 sekarang.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Berita bohong itu.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Terkait penyebaran berita bohong. Bahwa berdasarkan hasil
pengawasan Panwascam Pamona Utara. Bahwa Panwascam Pamona
Utara, yakni Ibu Lita dan Ibu Abner luntag ... Pak Ab ... Abner Luntaga.
Itu mendapati ada kerumunan ratusan masyarakat yang mengelilingi
sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam plat DD 1027 TQ yang
ditumpangi oleh Ibu Sesi Mapeda selaku Ketua Tim Pemenangan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Atas desakan
kerumunan massa dan atas persetujuan dari yang bersangkutan, mobil
yang bersangkutan dibuka dan didapati adanya 1 karung beras 50kg, 1
dus gelas bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
Urut 2, 1 kaos bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut 2, masker, tas tangan berwarna hitam, plat nomor mobil DN
152, plat nhomor mobil DN 3 E, plat homor mobil DN 6006 SL, dan plat
nomor mobil 1484.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Selanjutnya, pukul 03.00 WITA dini hari tanggal 9 Desember,

Panwascam Pamona Utara Ibu Sesi Mapeda dikawal oleh pihak kepolisian
menuju kantor Panwascam Pamona Utara di Sulewana.
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861.

862.

863.

864.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Selanjutnya pada tanggal 9, pukul 03.00 WITA dini hari, Bawaslu
Kabupaten Poso menerima laporan dari Bapak Hendra Parinta terkait
dengan dugaan adanya kampanye di masa tenang yang dilakukan oleh
ketua tim pemenangan. Setelah melakukan proses kajian, dan klarifikasi,
dan pembahasan di Sentra Gakkumdu, maka laporan tersebut
dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana karena tidak ada
aktifitas kampanye yang dilaksanakan oleh Ibu Sesi Mapeda.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Selanjutnya tanggal 12 Desember, Ibu Sesi Mapeda, ketua tim,
membuat laporan di Bawaslu didampingi oleh Kuasa Hukumnya Bapak
Yan Patris Binela, yang pokoknya melaporkan terkait dengan perbuatan
melawan hukum bersifat persekusi dan penghinaan yang dilakukan di
media sosial pada tanggal 8 Desember. Setelah berkoordinasi dengan
Gakkumdu, Bawaslu membuat kajian awal dan menyimpulkan bahwa
laporan tersebut bukan menjadi kewenangan Bawaslu, tetapi menjadi
kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan telah disampaikan
kepada pelapor dan kuasanya, Bukti PK-28 dan Bukti PK-29.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan pelaksanaan PSU, di
Kabupaten Poso terdapat pelaksanaan PSU karena ditemukan adanya
pemilih yang diberikan surat suara lebih yakni 2 ... 2 surat suara dan
adanya pemilih yang tidak memba ... membawa surat pindah memilih,
tetapi diberikan izin untuk memilih. Khusus untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati terjadi di 3 kecamatan, 4 TPS. Dengan hasil, yang pertama,
Kecamatan Pamona Utara, Bukti PK-34, Nomor Urut 1 mendapat 174
suara, Nomor Urut 2=132 suara, Nomor Urut 3=6 suara.

Selanjutnya di Kecamatan Lage, Bukti PK-35, Desa Watuwau TPS
4. Nomor Urut 1 mendapatkan 94 suara, Nomor Urut 2=159 suara,
Nomor Urut 3=3 suara. Desa Tampemadoro TPS 2, Paslon Nomor Urut
1=218 suara, Paslon Nomor Urut 2=68 suara, dan Nomor Urut 3=1
suara.

Kecamatan Poso Pesisir, Bukti PK-36, Kelurahan Mapane TPS 1.
Nomor Urut 1=38, Nomor Urut 2=135, dan Nomor Urut 3=11 suara.
Sehingga ditotal Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 524 suara, Paslon
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865.

866.

867.

868.

869.

870.

871.

Nomor Urut 2 memperoleh 492 suara, dan Paslon Nomor Urut 3
memperoleh 21 suara.

Bahwa hasil rekapitulasi PSU telah dirapatkan bersama-sama
dengan hasil pemilihan pada tanggal 9 Desember, PSU dilaksanakan
pada tanggal 14 Desember, dan semuanya rekomendasi Bawaslu telah
ditindaklanjuti oleh KPU. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Prof!
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Bawaslu. Di halaman 8 keterangan Saudara itu
mengatakan bahwa di PT SJA itu 248 jiwa yang punya hak pilih.
Sementara keterangan KPU 323 yang berdomisili di Kabupaten Poso,
artinya punya hak pilih. Mana yang benar ini? Siapa yang mau klarifikasi?
Bawaslu dulu.

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Ya, baik, Yang Mulia. Ini sesuai dengan hasil pengawasan dari
Panwascam Pamona Timur. Jumlahnya 248, ada Bukti PK-11.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Bukti PK-11, ya, 248. Lalu di Bawaslu[Sic!] tadi 323, ada
pula Bukti T-28 ... eh, KPU. Bagaimana KPU menjelaskannya?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya, KPU. 323.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

323, jadi ini ada misterius 75 orang, itu. Jadi, Anda berdasarkan
hasil pengawasan?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Siap, Yang Mulia.
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873.

874.

875.

876.

877.

878.

879.

880.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak merujuk pada DPT?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

248 ini sebaran dari jumlah DPT di masing-masing desa dan
kelurahan. Jadi dia bekerja di situ, jadi sebarannya di masing-masing ...
ada dalam DPT seluruhnya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... oh, ini dicek berdasarkan DPT di masing-masing
kelurahan?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Yang bekerja di PT ini?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
PT SJA.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini ada buktinya semua, nanti kami cek, yang penting ini ada
dispute 75 suara.

KPU, ada penjelasan lain?

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Ya. Kalau di KPU 323 berasal dari 14 kecamatan ... 14 kecamatan
dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.
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882.
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884.

885.

886.

887.

888.

889.

890.

TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021: OLIVIA
SALINTOHE

Hasil sinkronisasi divisi data.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, oke. Terima kasih, Pak Ketua. Yang penting ini ada
perbedaan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang Mulia, silakan!
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Bawaslu, ya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dari sekian temuan atau pun sekian laporan yang masuk ke
Bawaslu, berapakah itu yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu? Dan
apakah dari rekomendasi itu, ada yang tidak dilaksanakan atau
dilaksanakan seluruhnya oleh Pihak KPU? Silakan, dijelaskan!
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Seluruhnya dilaksanakan oleh KPU, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi tidak ada masalah lagi, ya? Seluruh rekomendasi itu telah
dilaksanakan?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Dilaksanakan.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.

103



891.

892.

893.

894.

895.

896.

897.

898.

899.

900.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara Bawaslu, pada waktu dilakukan PSU itu yang
pencoblosan di tanggal 9, hasilnya bagaimana?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Hasilnya tidak ditetapkan, Yang Mulia. Karena pada saat itu
langsung dihentikan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, langsung dihentikan, ya. Jadi, belum terselenggara dan belum
dilakukan perhitungan suara?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Jadi, diketahui pada saat perhitungan dan setelah diketahui ada
selisih, maka tidak dilanjutkan lagi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Akhirnya yang dipakai adalah PSU-nya?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Tanggal 14.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Panwas di situ di kecamatan-kecamatan yang disebut ini memang
merekomendasikan dilakukan PSU?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU?

BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Ya.
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907.

908.

909.

910.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, jadi tidak ada persoalan, ya?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Tidak ada persoalan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Akhirnya di kecamatan yang Anda sebut, Pamona, Lage, dan
seterusnya itu, Pesisir ... termasuk Poso Pesisir segala, semua pasangan
calon tanda tangan saksinya?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Siap, bertanda tangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terima kasih.
BAWASLU: ABDUL MALIK SALEH (KAB. POSO)
Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dari mana?
BAWASLU: ABDUL MALIK SALEH (KAB. POSO)
Dari Bawaslu Kabupaten Poso via daring.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak usah lagi, cukup.
BAWASLU: ABDUL MALIK SALEH (KAB. POSO)

Menambahan keterangan terkait perbedaan data tadi yang
disampaikan oleh KPU=323 dan Bawaslu=248.
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913.

914.

915.

916.

917.

918.

919.

920.

921.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, ini dari ke Bawaslu mana ini?
BAWASLU: ABDUL MALIK SALEH (KAB. POSO)
Ketua Bawaslu Kabupaten Poso, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho, ini yang Anda bicara di sini dari mana itu?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Yang Mulia.
BAWASLU: ABDUL MALIK SALEH (KAB. POSO)
Dia Anggota Bawaslu Kabupaten Poso.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, saya kira sudah cukup. Nanti kita cek di buktinya.
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)
Baik, Yang Mulia.
BAWASLU: ABDUL MALIK SALEH (KAB. POSO)
Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya sahkan sekarang buktinya Perkara 40/PHP.BUP-
XIX/2021. Perkara 40/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana?
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922,

923.

924,

925.

926.

927.

928.

929.

930.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021, Pak.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa ... anu ... Termohon mau menyampaikan apa?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Menjawab konfirmasi yang kami lakukan sehubungan ada tadi
Permohonan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Dari (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nanti terakhir sebelum saya tutup.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini saya mau mengesahkan ini dulu. Pemohon Perkara
40/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan mengajukan bukti tambahan tadi itu
P-52, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: HERU WIDODO

Betul, Yang Mulia.
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931.

932.

933.

934.

935.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: HERU WIDODO

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-52, kan? Terus, sekarang ... ya, itu ada tambahan, ya ... ini jadi
ruwet ini. Ini begini, kita hanya memakai yang ada di bukti lama, tetapi
belum dileges, ya. Yang bukti fisik baru, tapi tidak ada di bukti lama, itu
tidak digunakan, dianggap itu tambahan. Itu bisa dipakai nanti pada
waktu kalau perkara ini berlanjut, ya, bisa dimasukkan kembali. Jadi
intinya, apa yang dimasukkan tadi, kalau itu hanya berupa tambahan
leges itu bisa dipakai, tapi ada tambahan ... beberapa tambahan yang
bisa saya sebutkan. Ini tadi ada fisiknya, tetapi tidak dimuat dalam DAB
lama, maka itu tidak dipakai ya, jelas, ya? Itu untuk Termohon dan Pihak
Terkait.

Kemudian, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-30.
Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-15. Terus, kemudian Bawaslu
mengajukan PK-1 sampai dengan PK-64, ya, begitu? Benar? Ya,
disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, ada beberapa hal ini. Untuk Poso Perkara
102/PHP.BUP-XIX/2021 ... oh, sori, 103/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon
mengajukan bukti tambahan dan baru disahkan sekarang P-33 sampai
dengan P-42, betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: ABD. MIRSAD BUIMIN

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-37.
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936.

937.

938.

939.

940.

941.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 103/PHP.BUP-
XIX/2021: MOHAMAD SHOLEH

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-17, tapi ada catatan,
sebentar! Catatannya ada ketidaksesuaian antara daftar bukti dengan
bukti fisiknya. Itu PT-1, PT-7, dan PT-11, tertulis 172, fisiknya 1722. Di
PT-7 tertulis 1722, tertulis 1721. Kemudian di PT-11 tertulis 2027, tertulis
fisiknya 2027. Jadi, yang dipakai fisiknya, ya? Daftar buktinya dicoret,
ya? Yang benar adalah angka-angka di bukti fisiknya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHP.BUP-XIX/2021: FELICS MANURUNG

Ya, terima kasih. Bukti fisiknya, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Terus, kemudian Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-36?
BAWASLU: CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (KAB. POSO)

Siap benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, perlu saya sampaikan, Persidangan Pendahuluan
yang berproses dalam 2 kali dianggap telah selesai. Seluruh apa yang
berkembang di dalam persidangan dengan seluruh dokumen tertulis dan
buktinya akan kita laporkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
yang dihadiri oleh sembilan Hakim untuk membahas dan memutuskan,
bagaimana kelanjutan dari perkara-perkara pada pagi hari ini, Perkara
Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021 dan 103/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

Baik. Ada? Apa tadi?
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942. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Terima kasih, Yang Mulia. Sehubungan ada keterangan yang
merupakan konfirmasi atas dalil Permohonan, jadi menjadi bagian
kembali dari jawaban Termohon. Dari 34 TPS yang didalilkan Pemohon,
semua saksi Nomor 2 itu bertanda tangan. Dan itu sudah menjadi bukti
yang kami ajukan. Cuma itu, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, vya.

944. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40/PHP.BUP-
XIX/2021: EKI RASYID

Ya.
945. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dicatat. Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.48 WIB

Jakarta, 8 Februari 2021
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Muhidin
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